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PUTUSAN
Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.PLG

ZE 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan Bukit Lama, XXXXXX,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXxX, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.PLG,mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 20 Desember 2022 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten Pringsewu, Provinsi
Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, Tertanggal 20
Desember 2022;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal
di rumah Pemohon di xxxxxx, Kecamatan, XXXXXxXxxX, sampai dengan
berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan diantar oleh
Pemohon ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah
bergaul (ba’'da al dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 10 Januari tahun
2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
4.1 Bahwa, Termohon memiliki pria idaman lain dengan nama inisial
XXXXXX;
4.2 Bahwa, Termohon kurang komunikasi terhadap Pemohon;
43 Bahwa, Termohon selalu memiliki alasan setiap akan diajak pergi
jalan — jalan bersama Pemohon;
44 Bahwa, Termohon bersifat terlalu cuek dan kurang perhatian
terhadap Pemohon;
5 Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga
Termohon dengan Pemohon dengan cara mediasi keluarga dan berbicara
baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pada tanggal 14 bulan Januari tahun 2023 dan Pemohon dan Termohon
telah pisah rumah pada tanggal 16 bulan Januari 2023 sehingga sejak saat
itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-
masing layaknya sebagai suami istri;
7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya
Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup
berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik
untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan
memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini,
serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak 1

(satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan

Agama Palembang;

1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.
Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara in
person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas
panggilan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal
24 Juli 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang anggota Polri, Pemohon
menyerahkan surat Pemberian Izin Cerai dari pejabat yang berwenang dengan
Nomor:SIC/01/I/'YAN.2.14/2024 yang dikeluarkan oleh Polrestabes Palembang
Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa karena dalam identitas permohonannya Pemohon menerangkan
Termohon sebagai anggota TNI, maka Pemohon telah melampirkan Surat
keterangan cerai Nomor SIC/6/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Komando
Daerah Militer 1l/Sriwijaya tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
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mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx dengan NIK.XXXXxX,
bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan yang aslinya
ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA xxxxxx Kabupaten Pringsewu
Provinsi Lampung, Nomor xxxxxx Tanggal 20 Desember 2022 , bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang

saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx
XXxXxX, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ia adalah Isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah Pemohon di xxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon memiliki pria idaman
lain, Termohon kurang komunikasi dan Termohon cuek kepada
Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohondan Termohon berpisah sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon tidak pernah menasehati
Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, karena saksi segan
dengan Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx
XXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ia adalah Isteri Pemohon

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah Pemohon di xxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan pria
idaman lain, saksi tiga kali melihat Termohon dijemput oleh laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari 2023
yang lalu;

- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon tidak pernah menasehati
Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota xxxxx dan Termohon selalu
anggota xxxxxx, telah mendapatkan Surat Izin perceraian dengan Nomor
SIC/01/II/YAN.2.14/2024, Tentang Pemberian Izin Perceraian Anggota Polri atas
Nama xxxxxx Jabatan BA SATRESNARKOBA NRP/NIP.94070698. yang
ditanda tangani oleh a.n. Kapolrestabes Palembang Polda Sumsel Kombes Pol
Dr. Harryo Sugiharto, S.I.LK., M.H. dan Surat Keterangan dari Pejabat yang
berwenang tempat kerja Termohon yaitu nomor SIC/6VI11/2024 tanggal 15 Juli
2024 , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan
Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
telah terpenuhi maksud SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020, oleh karena itu
permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal
154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak
disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;
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Menimbang, bahwa dalil-dalii Pemohon menyatakan antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon memiliki pria idaman lain,
Termohon kurang komunikasi dan Termohon cuek kepada Pemohon, sehingga
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga
dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal
311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon telah
mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan
cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum
Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan
telah dinyatakan sah alamatnya di wilayah xxxx XxxxxxxxX, sehingga bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon
mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai
maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxx, Nomor xxxxxx Tanggal 20
Desember 2022, bermeterai cukup, dinazegelen, dan merupakan akta otentik,
sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon,
keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut
undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil
sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan
keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan
keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri
yang sah dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon memiliki pria idaman
lain, Termohon kurang komunikasi dan Termohon cuek kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang
satu tahun 6 bulan;

4. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun
tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan
tidak bersedia lagi kumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah
menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit
disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan

kewajiban sebagai suami istri;
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-
Bagarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:
o Al 518 BVl 19352 05
YYV) o)

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber azam (berketetapan hati)
untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, hamun kondisi rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja
sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan
penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian
patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan
dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan
talak ke satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Palembang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.900.000, 00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husnha Ar
sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Igbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Muhammad Iqgbal, S.H., M.H. Dra. Hj. Faridah, M.H.

Panitera Pengganti,
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Andi Fajaryani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 80.000,00
- Panggilan :Rp 750.000,00
- PNBP Pgl | Pemohon :Rp 10.000,00
- PNBP Pgl | Termohon :Rp 10.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah).
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